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GUBERXUR GORONTALO

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR GORONTALO,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf a Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah memberikan
wewenang kepada Pemerintah Provinsi untuk menetapkan
kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah;

bahwa pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan
lingkungan di wilayah Provinsi Gorontalo merupakan bagian dari
fungsi pelayanan pemerintahan terhadap masyarakat dalam
meningkatkan kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat yang
lebih sehat serta memberi manfaat kesejahteraan bagi
masyarakat;

bahwa dalam upaya meningkatkan pengelolaan sampah di wilayah
Provinsi Gorontalo, Pemerintah Provinsi perlu melakukan
pembinaan, pengawasan dan koordinasi antara Pemerintah
Provinsi Gorontalo dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b dan huruf ¢, periu membentuk Peraturan Daerah
tentang Pengelolaan Sampah;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor
76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tetang Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1592
Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3468);
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Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4060);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua
atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu\nj



13.

14.

15.

16.

17.

18.

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
4761);

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2012 Nomor
188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5347);
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup di Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Nomor
4 Tahun 2004 seri E);

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah
Provinsi Gorontalo Tahun 2011 seri 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

dan
GUBERNUR PROVINSI GORONTALO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
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Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontaio

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo.

Gubernur adalah Gubernur Gorontalo

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang
berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis
sampah rumah tanggs;

Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari
dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;

Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal
dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum,
fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya;

Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau
volumenya memeriukan pengelolaan khusus.

Sumber sampah adalah asal timbulan sampah;

Jenis sampah adalah membedakan sampah berdasarkan komposisi dan
karakteristik;

Komposisi sampah adalah perbandingan sampah berdasarkan jumlah/volume,
karakteristik, dan/atau sumber sampah;

Sampah organik adalah sampah yang mengalami pelapukan karena proses alam
dan dapat diolah secara spesifik menjadi pupuk organik;

Sampah anorganik adalah sampah yang tidak mengalami pelapukan karena proses
alam tetapi dapat didaur ulang menjadi bahan lain;

Orang adalah orang perorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum;

Badan adalah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas, perseroan
komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah,

persekutuan, perkumpulan, firma, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis
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Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang
menghasilkan timbulan sampah;

Pengurangan sampah adalah rangkaian upaya mengurangi timbulan yang
dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk sampai berakhirnya kegunaan
produk dan/atau kemasan produk sampai saat berakhirnya kegunaan produk
danfatau kemasan produk melalui program membatasi timbulan sampah,
memanfaatkan kembali timbulan sampah, dan mendaur-ulang sampah;

Membatasi timbulan sampah adalah upaya meminimalkan timbulan sampah melalui
penggunaan bahan produksi untuk menghasilkan produk dan/atau kemasan yang
sedikit mungkin menimbulkan sampah, penggunaan produk dan/atau kemasan
yang sedikit mungkin menimbulkan sampah, dan penggunaan produk dan/atau
kemasan yang ramah lingkungan;

Memanfaatkan kembali sampah adalah serangkaian program untuk menggunakan
ulang sampah sesuai fungsinya dan/atau mengambil bagian dari sampah yang
masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses terlebih dahulu;

Mendaur-ulang sampah adalah upaya untuk memanfaatkan sampah menjadi
barang yang berguna setelah melalui suatu proses terlebih dahulu;

Prasarana adalah sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya
suatu proses;

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai
maksud dan tujuan;

Penanganan sampah adalah rangkaian upaya yang meliputi  pemilahan,
pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah;
Pemilahan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk pengelompokan dan
pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah,;
Pengumpulan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk pengambilan dan
pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara
atau tempat pengolahan sampah terpadu;

Pengangkutan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk membawa
sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampunggn sementara atau dari
tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
Pengolahan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk mengubah
karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah;

Pemrosesan akhir sampah adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk
pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media
lingkungan secara aman;

Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke

tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah

terpadu; J



